
BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: tL TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BEI^A.NJA KABUPATEN PIDIE

Menimbang: a.

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

bahwa untuk rnendorong transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pelaksarlaan
pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Pidie yang tepat, cepat, aman, efisien,
transparan, dan akuntabel serta upaya pencegahan korupsi
dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan perlu
dilaksanakErn secara non tunai;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan efektjfitas
pelaksanaan pembayaran non tunai untuk setiap transaksi
dalam Belanja Daerah, perlu diatur tentalg Transaksi Non
T\.rnai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pidie tentang sistem Transaksi Non Tunai Dalam Belanja
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Pidie;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi sumatera L,Itara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
lrmbara:: Negara Republik Indonesia Nomor fi921;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7gg9 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisrne {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 3851);
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3. Tahun 2003 tentang Keuangan

Repubtrik Indonesia Tahun 2OOg
aran Negara Repubiik Indonesia

Nomor 42561;

4' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 4355);

5' Undang-undang Nomor 3 Tahun 2oll tentang Transfer Dana(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun zorr Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor s20a);
6. undang-undang Nomor 2s rahun 2o14 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol+Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ssBZ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan undang-undang Nomor g Tahun 2o1s tentang
Perubahan Kedua Atas und rg-undang Nomor 23 Tahun 2or4tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtrik
Indonesia Tahun 2o1,s Nomor 5g, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Ind.onesia Nomor 56T9l;

7. Peraturan Menteri Nomor 5g rahun 2o0s tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2oor Nomor g3, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor aTSgl;

8. Feraturan pernerintah Nomor g Tahu n 2o06 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran wegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2s, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indoneeia Nornor 4614);

9. Peraturan pemerintah Nomor Bg Tahu-tr zoor tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zoa4 Nomor 5, Tambahan Lembaran N.g*".
Republik Indonesia Nomor a3S5);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman pengerolaan Keuangan Daerah sebagaimana teiah
diubah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Nlenteri
Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2orl tentang perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dararn Negeri Nornor 13 Tahun 2006
tentang Pedoma, pengerolaa, Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLI Nomor 310);

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5s rahun 2oo|tentang Tata Cara h LaporPertanggungiawaban a :
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12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor s rahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten pidie
{Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor C5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI
DA.I.AM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN FIDIE

BAB I
KETENTUAFI UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten pidie.

2. Bupati adalah Bupati Pidie.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan Dervan Perwakilan Ralqyat Kabupaten dan ditetapkan
dengan Qanun.

4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yalg selanjutnya disingkat
SKPK adalah Perangkat Daerah di Lingkungan pernerintah
Kabupaten Pidie.

5. Badan Pengeiolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya
disingkat EPKK adalah Badan pengeloiaan Keuangan Kabupaten
Pidie"

6. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari
satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument
berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, biiyet giro,
uang elektronik atau sejenisnya.

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

8. Kuasa Pengguna Anggaran adalatr pejabat yang diberi
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna an
dalam melaksanakan sebagian tugas perangkat Daerah.

kuasa
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or. pejabat fungsional yang ditunjuk

bayarkan, menatausakan dan

dalam rangka pelaksan"r, *;? daerah

10. Bendahara pengeluaran pernbantu adalah pejabat fungsionalyaJ1g dihrnjuk menerima, rnembayarkan,rnenatausahakan dan mernper kan uang untukkeperluan beranja daerah dalam rangka peraksanaan ApBK padaPerangkat Daerah.

1 1. Kas Daerah adalah tempat uang daeratr yangditentukan oleh Bupati untuk l
daerah dan membayar seruruh pengeruar*r, d:.lr:Th 

penerimaan

BAB II
ASA.S DAN TUJUAN

Pasa] Z
(1) sistem transaksi non tunai dalam beianja A*BK inidilaksalakan berdasarkan asas:

a. ef,isiensi;

b. keamanan;dan

c. manfaat.

(2j Asas efisiensi
adalah sistem
bisa dijalankan
dan biaya.

selragairuana dimaksud pada ayat (1) huruf atransaksi non tunai dalam belanja APBK harus
dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga

(3) Asas keamanan sebagaimana dirnaksud paca ayat (1) huruf badalah sistern transaksi non tunai dalam belanja A'EKmemberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihakyang berkepentingan dalam pembayaran belanja AptsK.
(4J Asas manfaat sebagairnana dimaksud pada ayat {1) huruf cadalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja A'BK harusmemberikan manfaat yalg besar bagi kepentingan Daerah dan

;T*1 
pihak va',s berkepentingan Jahm pembavaran beranja

Pasal S

Tujuan ditetapkan Feraturan Bupati ini untuk mewuj,dkanpenyeienggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerahyaxg tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntaber sermencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
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BAB III
JENIS FEN4BAYARAN DAN PENGECUALIAN

Pasal 4
(u s pem behnja A'BK wajib neelalui sisternP aran ai.

pada ayat (1j meliputi :

5) Belanja Bantuan Sosial;
6) Belanja Bagi F{asil dari Frovinsi/Kabupaten/Kota;
7) Beranja Bantuan Keuangan dari provinsi/ Kabupaten/Kota;
8) Belanja B il kepacia pemerintah desa;9) Beianja B KeuL gan kepaca pemerintah desa danpartai politik; dan
10) duga.

b. Bel
U
2l a Barang/Jasa; dan3) a Modal.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (zt termasukpernba3raran untuk pernotongan pajak sesuai denganperundang-undalgan.

Pasal S
Jenis pembayaran yang dikecualikan melarui sistem transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalarn pasar 4 ayat{1} adalah:
a' Pemb'ayaran beranja penunjang operasionar Kepara Daerah;
b" Pemba5'qran bantuan sosiai seniiai paling tinggi Rp. 5.o0o.00o,_

(iirna juta rupiah);
c' Pembayaran untuk keperluaa penangguraagan pada saatterjadinya bencana aram yang kurang o*i np. 1"0o0"o00,- {satujuta rupiah);
d' Pembayaran Betranja pegawai pramusaji di Rumah Dinas;
e' 

f;mba:'aran Beranja pegawai Tenaga Kebersihan dan BuruhIlasar;
f. Pembayaran Eelanja perjalanan Dinas Luar Daerah;
g' Pembajraran Beia,ja transportasi kepada masyarakat;

{2) Pembayaran sebagaimana dimaksud
a, Eelanja Tidak Langsung:

1) Belanja pegawai;
2) Belanja Bunga;
3) Belanja Subsidi;
4) Betanja Hibah;
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h. Pembay-aran Belanja barang dan jasa ari Rp.I.000.O00,- (satu juta :piah), kecuali Umumsekretariat Daerah sebesar Rp. 5.000.000,- (rima juta rupiah);i' Pembayaran belanja rnakan dan minum rapat yangdilaksanakan di iuar Daerah;
j. PembaSzaran untuk pembelian benda pos;
k' Pembayaran untuk beranja pegawai daiam bentuk uang sakupeserta atau uang transportasi;
l. arrg dan Jasa untuk perseoralgan yang

pasal 6
(1) Bendahara pengeruaran, bendahara pengeluaran pembantu,atau pembantu bendahara pengeluaran harus membuat danmenyimpan bukti pembayaran.
(2) setiap transaksi non tunai atas belanja APBK dilaksanakandengan ketentuan:

a' bendahara pengeruaran/bendahara pengeluaran pembantu_wajib menggunakan rekening giro.
b' pihak enerima transaksi pembay arar. bagr instansiPemerintah dan Aparatur sip, iv"g*.a (ASN) wajib mem,ikinomor rekening di pr. Bank Aceh syariah se;at peraturan

ini diundangkan.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN IION TUNAJ

Pasal T
(1) Pemindahbukuan d.ari rekening grro bendahara ke rekeningpenerima dengan menggunakan cek.
(2) Pemindahbukuan sehagaimana dimaksu-cr- pada ayat (1) denganmelampirkan dokumen penduk rg sesuai transaksi.
(3) Bukti pemindahbukuan dari bank persepsi ke bendaharapengeluaran/ bendahara pengeruaran pernbantu beru pa noticese bagai do kumen p ertan ggungj awaba, t"r.rgu.rr.

BAB V
PENDAPATAN

Pasal I
(1) Pendapatan Asti Daerah dapat dilaksanakan secaramelalui proses penerimaan non tunai.
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BPKK seraku koordinator pendapatan Asii Daerah merakukanperryiapan, pembinaan dan pengawasan serta membantuatas proses pendapatan secara Non T'nai sesuainangannya.
Pendapatan vang diiaksanakan secara Non Ttrnai adalahPendapatan teu*,?"ri np. r.fr-d.ooo,- (satu juta rupiah).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAU/ASAN

pasal 9
(i) Pembinaan pene.apan peraturan Bupati ini dilakukan oreh Timyang diketuai oreh sekretaris Daerah koordinator pengerolakeuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pernbinaan sebagairna-na dirnaksud pada ayat (u meliputifasilitasi pernenuhan sar'Lna dan prasarana pendukungpen'erapan peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/ataunota kesepahaman dengan ba:rrr pJrsepsi serta pengarahanpenerapan peraturan Bupati

Fasai lO
(1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan perat'ran Bupati inidilal<ukan oreh Aparat*r pengawasan Internal Femerintah(APrP).

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukanse cara terintegrasi dalam kegiatan p"rrg**"""rr.
(3) Pertanggungjawabarr atas belanja dan pendapatan baik tuilaimaupun 

'o' tunai berpedoman pada ketentuan danfatauperaturan perundang_ und angan.

(2|

(3)

BAE VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 1 1

(1) Pengelola keuangan
ketentuan sebagaimana
dikenakan salksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana
berupa:

a, tegu_ran iisan; dan
b. teguran tertulis.
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(3) sanksi administratif seb mana dimaksud pada ayat tl)diiakukan oleh sekretaris Daerah atas nama Bupati seteiah

ffiT*Iff,. ,Tfi;""."=' 
dari Aparat p",rg***"*,, rnrernal

BAB VIII
KE"TENTUAN PENUTUP

Diundangkan di
Pada talggat

MULIYADI

tsERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR ,2

pasal 12

pasal 18
Peraturan Bupati ini murai berraku pada tangga-r diundangkan.

Agar
perat mengetahuinya, mernerintahkan ndangan
Kabu 

ngan penempatannya dalam Daera]r

: Sigii
:

Di
Pa


